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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak 
dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada (KPP) Pratama 
Surakarta. Dengan diterapkannya Self Assessment System dalam memungut pajak 
di Indonesia, tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan pajak dan 
penagihan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak 
untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan data sekunder. Sampel yang 
digunakan dalam pemilihan data menggunakan teknik purposive sampling, 
dengan penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam 
penelitian. Metode analisis data dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa (1) variabel 
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak, (2) 
variabel penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Dari 
hasil regresi diketahui bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini (H1 dan H2) 
terdukung secara statistik. 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia 
adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan 
tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya 
yaitu Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan 
besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (Mayang 
Wijoyanti, 2010). Penerapan Self Assesment System akan efektif apabila 
kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah 
terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan 
masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak 
yang tercermin dari tax gap dan tax ratio (Darmayanti, 2004 dalam Elia, 
2007). 
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) corak lain dari 
Self Assessment System adalah Wajib Pajak membayar pajak dengan tidak 
menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Akan tetapi, karena 
dalam Self Assessment System memberi keleluasaan kepada Wajib Pajak 
untuk menghitung pajaknya maka menimbulkan peluang besar bagi Wajib 
Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi, atau penggelapan 
penghitungan pajaknya. 
Kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak sebenarnya 
sudah diantisipasi dalam (UU) No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi 
oleh (UU) No. 16 Tahun 2000, direvisi kembali oleh (UU) No. 28 Tahun 
2007 dan terakhir direvisi kembali oleh (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang 
(UU KUP), hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan Pasal 12. Pada awalnya 
Pasal 12 ayat (1) (UU KUP) mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib 
membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat 
Ketetapan Pajak. Tetapi bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak sama sekali 
tidak akan menerbitakan Surat Ketetapan Pajak. Dalam penjelasan Pasal 12 
ayat (1) (UU KUP) disebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak tetap diterbitkan 
tetapi hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh 
ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena 
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. 
Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan 
perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya 
pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, 
sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. 
Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UU 
KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (Asri dan Vinola, 2009). 
Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini 
disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena 
sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi 
keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU 
Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar 
pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke 
waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah 
tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah 
penerimaan dari penagihan pajaknya (Mayang Wijoyanti, 2010). 
Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan 
penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan 
penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. 
Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan 
menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa 
penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan 
surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan (UU) 
No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 2012). 
Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak 
terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut 
berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya. 
Ellya Florentin (2012) menyatakan efektivitas diartikan seberapa jauh 
tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Suatu usaha atau 
kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah 
mencapai tujuannya. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor 
pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi 
penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target 
penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. 
B. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh pemeriksaan 
pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh penagihan pajak 
terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Mengenai Pajak 
1. Definisi Pajak 
Dalam (UU) Perpajakan No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan 
pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan (UU), dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
 
2. Wajib Pajak 
Pengertian Wajib Pajak menurut (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang 
(UU KUP) Pasal 1 ayat (2) yaitu: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
3. Utang Pajak 
Menurut Panca dan Bagus (2006: 1), Utang Pajak adalah pajak 
yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau 
surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Pajak 
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak 
Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga 
dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Prosedur pemeriksaan di bidang pajak diawali dengan 
dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang 
dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan 
Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2. Objek Pemeriksaan Pajak 
Objek pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak menurut Priantara (2009: 70-
71), pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan 
(SPT) Masa beserta lampiran-lampirannya. Sedangkan objek pemeriksaan 
untuk tujuan lain disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan yang 
dicantumkan dalam surat perintah pemeriksaan. 
C. Tinjauan Umum Mengenai Penagihan Pajak 
1. Pengertian Penagihan Pajak 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah 
diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah 
serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat 
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 
2. Tindakan Penagihan Pajak 
Menurut Suandy (2008: 173) penagihan pajak dapat 
dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 
a. Penagihan pajak pasif 
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat 
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak 
terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum 
dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan 
penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat 
teguran. 
b. Penagihan pajak aktif 
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan 
pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan 
aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat 
Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan 
dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif 
dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan 
penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan 
penyitaan, dan pengumuman lelang. 
D. Surat Teguran 
Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) menyebutkan bahwa Surat 
Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang 
diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib 
Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 
E. Surat Paksa 
Surat Paksa sesuai Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 
(UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah 
membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
F. Efektivitas Penerimaan Pajak 
Menurut Gie (1997: 108), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi 
sebagai akibat yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminta (1984: 208), 
efektif juga berarti ada efeknya terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat 
efektivitasnya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak 
maka yang dimaksud dengan efektivitas penerimaan pajak adalah seberapa 
besar realisasi penerimaan pajak yang dapat dicapai atas target penerimaan 
pajak yang telah ditetapkan oleh pihak (KPP) Pratama Surakarta setiap 
bulannya untuk memenuhi tujuan yang sudah ditentukan. 
METODE PENELITIAN 
A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2009: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang 
melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 116). Sampel dalam penelitian ini adalah 
jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, jumlah Surat Teguran 
dan Surat Paksa yang tertagih serta jumlah realisasi dan target penerimaan 
pajak untuk semua jenis pajak yang diterima di (KPP) Pratama Surakarta dari 
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan teknik purposive sampling. Untuk pemeriksaan pajak, 
pemilihan sampel menggunakan pertimbangan yaitu  Wajib Pajak yang 
pernah dilakukan pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak yang diperiksa 
tersebut telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sedangkan untuk 
penagihan pajak, pemilihan sampel menggunakan pertimbangan yaitu Wajib 
Pajak yang telah mendapatkan penagihan baik dengan Surat Teguran maupun 
dengan Surat Paksa. 
B. Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, 
karena data penelitian ini berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan 
statistik (Sugiyono, 2009: 12). Bila dilihat dari sumber datanya, maka 
pengumpulan data menggunakan sumber sekunder. Sumber data sekunder 
yang diperoleh dari (KPP) Pratama Surakarta berupa laporan hasil 
pemeriksaan pajak, laporan hasil penagihan pajak, dan laporan penerimaan 
pajak. 
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Menurut Sugiyono (2009: 59) variabel penelitian adalah suatu atribut 
atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 
kesimpulannya. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi 
variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran 
tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur. Definisi operasional dan 
pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut: 
1. Variabel Independen (Bebas) 
Variabel independen dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 
a. Pemeriksaan Pajak 
Menurut Pasal 1 angka 2 (PMK) No. 17/PMK.03/2013 
Pemeriksaan Pajak atau yang disebut juga dengan Pemeriksaan adalah 
serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data 
dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Variabel ini diukur dari bayaknya Surat Ketetapan Pajak 
(SKP) yang diterbitkan oleh fiskus. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang 
diterbitkan oleh fiskus dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat 
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) (Corry, 2010). 
b. Penagihan Pajak 
Dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana 
telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak 
adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak 
dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan 
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 
Variabel ini diukur dari banyaknya Surat Teguran dan Surat 
Paksa yang dilunasi oleh Wajib Pajak (dapat ditagih oleh fiskus) 
(Wijoyanti, 2010). Dalam Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) 
menyebutkan bahwa Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak 
untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan surat teguran sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari 
sejak jatuh tempo pembayaran. Menurut Pasal 1 angka 12 (UU 
Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat 
perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila 
jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 
penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya 
surat teguran, maka Pejabat segera menerbitkan surat paksa. 
2. Variabel Dependen (Terikat) 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas 
penerimaan pajak. Efektivitas dapat diartikan seberapa jauh tercapainya 
suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Suatu usaha atau kegiatan 
dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah 
mencapai tujuannya (Ellya Florentin, 2012). Apabila konsep efektivitas 
dikaitkan dengan penerimaan pajak maka yang dimaksud dengan 
efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam 
memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan 
pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target 
penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. 
Penerimaan pajak dilihat dari jumlah penerimaan pajak untuk 
semua jenis pajak yang diterima di (KPP) Pratama Surakarta. Menurut 
Siagian besarnya efektivitas penerimaan pajak dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut: 
Efektivitas = 
                          
                       
      
 
D. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda. Dalam melakukan analisis regresi berganda, 
terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar memenuhi sifat 
estimasi regresi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi 
klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 
dan uji autokorelasi (Ghozali, 2011: 173). Untuk menguji hipotesis yang 
diajukan peneliti, maka akan dilakukan uji F, uji koefisien determinasi (R
2
) 
dan uji t. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Konstanta 94,777 4,973 19,059 0,000 
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Probabilitas F 0,003 
     Sumber: data diolah 
Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 6,931 > 3,30 dan nilai   signifikansi = 0,003 < α = 0,05 
hal ini berarti menunjukkan bahwa model regresi fit. 
Dari hasi uji t diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1) 
Dari hasil uji t menunjukkan nilai thitung = -3,495 lebih kecil daripada 
ttabel = -2,039 dan nilai signifikansi = 0,001 lebih kecil daripada α = 0,05 oleh 
karena itu H0 ditolak dan H1 terdukung secara statistik, sehingga variabel 
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
Dari hasil analisis data dengan bantuan program SPSS dan dari 
pengujian hipotesis sebelumnya, terlihat bahwa dalam persamaan regresi, 
pemeriksaan pajak yang diukur dengan menghitung jumlah pemeriksaan 
pajak berdasarkan (SKP) yang diterbitkan oleh fiskus setiap bulan, memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di 
(KPP) Pratama Surakarta. Hal ini berarti, semakin tinggi pemeriksaan pajak 
yang dilakukan oleh fiskus maka akan mengurangi efektivitas penerimaan 
pajak yang diperoleh di (KPP) Pratama Surakarta. Pemeriksaan pajak yang 
seharusnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif yang signifikan 
terhadap efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta, ternyata 
menunjukkan hal yang sedikit berbeda dalam penelitian kali ini. 
Pemeriksaan pajak yang berpengaruh signifikan negatif terhadap 
efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta merupakan 
petunjuk bahwa penerapan Self Assessment System di (KPP) Pratama 
Surakarta dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dalam 
mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sudah cukup baik. Hasil pengujian ini 
juga didukung oleh pernyataan petugas pemeriksa pajak di (KPP) Pratama 
Surakarta yang mengatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak 
terhadap Wajib Pajak, sebagian besar dari mereka sudah patuh dalam mengisi 
(SPT) yang dilaporkan dan cukup cooperatif. Oleh karena itu, strategi untuk 
meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta 
melalui pemeriksaan pajak tidaklah efisien. Pemeriksaan pajak akan lebih 
efektif apabila hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi 
melakukan kecurangan dalam melaporkan besarnya pajak yang terutang. 
Temuan ini didukung dengan hasil penelitian Corry (2010) yang menyatakan 
bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif namun tidak 
signifikan terhadap penerimaan pajak. 
b. Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2) 
Dari hasil pengujian diperoleh thitung = 2,222 lebih besar daripada   
ttabel = 2,039 dan nilai signifikansi = 0,034 lebih kecil daripada α = 0,05 oleh 
karena itu H0 ditolak dan H2 terdukung secara statistik, sehingga variabel 
penagihan pajak (PNK) berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
Dari hasil tersebut terlihat bahwa dalam persamaan regresi, penagihan pajak 
yang diukur dengan menghitung jumlah penagihan pajak yang dilakukan oleh 
fiskus setiap bulan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta. Hal ini berarti, 
semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka akan 
meningkatkan efektivitas penerimaan pajak yang diperoleh di (KPP) Pratama 
Surakarta. 
Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sebelum dilakukan penagihan pajak 
baik dengan surat teguran maupun surat paksa kurang memiliki rasa tanggung 
jawab terhadap kewajibannya. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum 
melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk 
membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, 
kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya 
kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Fiskus yang bertugas 
dibagian penagihan pajak di (KPP) Pratama Surakarta mengatakan, meskipun 
sebagian besar dari Wajib Pajak sudah patuh dalam mengisi (SPT) yang 
dilaporkan, tapi masih banyak sebagian dari mereka yang melaporkan dan 
membayarkan kewajibannya tidak tepat waktu. Bahkan sebagian besar Wajib 
Pajak baru melaporkan dan membayarkan kewajibannya setelah mereka 
mendapat penagihan dari fiskus. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil 
penelitian Zakiah dan Hantoro (2008) yang menyatakan bahwa penagihan 
pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 
penerimaan pajak. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Hal 
ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai thitung = -3,495 
lebih kecil daripada ttabel = -2,039 dengan nilai signifikansi = 0,001 lebih kecil 
daripada α = 0,05 oleh karena itu H1 terdukung secara statistik. 
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai thitung = 2,222 lebih 
besar daripada ttabel = 2,039 dengan nilai  signifikansi = 0,034 lebih kecil 




Agusti, A.F dan Herawaty, V. 2009. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh 
Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. Simposium Nasional Akuntansi 
XII. Palembang. 
Anwar, C.P. 2013. Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan 
Bisnis). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
Corry, R.H. 2010. Analisa Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan 
Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota. Skripsi. 
Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 
Devano, S dan Rahayu, S.K. 2006. Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: 
Kencana Media Group. 
Djarwanto, P. 1999. Statistik Sosial Ekonomi. Yogyakarta: BPFE. 
Erwis, N.A. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat 
Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Makassar Selatan. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi 
Universitas Hasanuddin. 
Fitriani, D.W dan Saputra, P.M.A. 2009. Analisa Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
(Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). Journal of 
Indonesian Applied Economics. Vol. 3 No. 2 Hal: 135-149. 
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 
19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 
Gie, The Liang. 1997. Ensiklopedi Administrasi. Gunung Agung. 
Hariwijaya dan Triton. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: 
Remaja Rosdakarya. 
Ilyas, Wirawan B. 2010. Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000. Tentang: Tata Cara 
Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat 
Paksa. 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009. Tentang: Bentuk Dan 
Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, 
Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. Tentang: Tata Cara 
Pemeriksaan. 
Krisbianto, Ervina. 2007. Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka 
Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Pada 
Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). Skripsi. Malang: Fakultas 
Ekonomi Universitas Brawijaya. 
Kurniawan P dan Pamungkas B. 2006. Penagihan Pajak di Indonesia. Malang: 
Bayumedia Publishing. 
Listyaningtyas, E.F. 2012. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka 
Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP 
Tulungagung). Universitas Negeri Surabaya. 
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi. 
Mujiyati dan Abdul Aris. 2010. Perpajakan (Pendekatan Teori Dan Soal 
Latihan). Surakarta: Muhammadiyah University Press. 
Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. Simposium Nasional 
Akuntansi X. Unhas Makassar. 
Ortax. Berita Pajak. (www.ORTax.org). Diakses pada tanggal 15 April 2013. 
Poerwadarminta, W.J.J. 1984. Kamus Riset. Bandung: Airlangga. 
Priantara, Diaz. 2009. Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penyidikan 
Pajak. Jakarta: PT Indeks. 
Salip dan Wato, T. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan 
Pajak. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 4 No. 2 Hal: 61-81. 
Siagian, S.P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. 
Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. 
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. 
Sugiyono. 2009. Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. 
Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan 
Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: 
Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. Vol 4 No. 
1 Hal: 105-121. 
Syahab, Z.M dan Gisijanto, H.A. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat 
Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pengahsilan Badan. Jurnal 
Ekonomi Bisnis. Vol. 13 No. 12. Jurusan Akuntansi, FE UG. 
Undang-Undang Nomor 19. 2000. Tentang: Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa. 
Undang-Undang Nomor 16. 2009. Tentang: Ketentuan Umum Dan Tata Cara 
Perpajakan. 
Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat. 
Wijoyanti, Mayang. 2010. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Jakarta Mampang Prapatan. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran. 
